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NOMOR 2 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN
LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANDUNG

bahwa pengaturan tentang Dana
Cadangan untuk Pembebasan Lahan
untuk Pembangunan Jalan di Kabupaten
Bandung telah diatur melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23
Tahun 2007 yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pembentukan Dana
Cadangan untuk Pembebasan Lahan
untuk Pembangunan Jalan;



Mengingat

bahwa sehubungan pembiayaan untuk
Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-
Pasirkoja dan Akses Tol serta ]l
Gedebage-Majalaya akan dilaksanakan
oleh Pihak Ketiga dan pembebasan lahan
jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya
telah dilaksanakan melalui program dan
kegiatan tahun 2008, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23
Tahun 2007 yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pembentukan Dana
Cadangan untuk Pembebasan Lahan
untuk Pembangunan Jalan perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Dana Cadangan untuk
Pembebasan Lahan untuk Pembangunan
Jalan;

Undang-Undang Republik  Indonesia
Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negaara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
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Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar  Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2006 Tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

37 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 6 Tahun 2004 tentang
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